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BUPATI MAGELANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
INSTRUKSI BUPATI MAGELANG 

NOMOR 2 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI  

PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 

 
BUPATI MAGELANG, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan 
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam 
rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam 
negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, telah 
ditetapkan Instruksi Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2022 
tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 
Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi 
pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; 

  b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Pencatatan Pengadaan Langsung dan Penunjukan 
Langsung untuk Meningkatkan Akurasi Nilai Realisasi 
Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Koperasi dan Surat Edaran Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah diperlukan dorongan untuk 
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui implementasi 
pedoman pelaksanaan serta realisasi yang jelas untuk 
penggunaan produk dalam negeri melalui metode pencatatan 
dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sehingga 
Instruksi Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2022 tentang 
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 
dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Koperasi pada 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu 
disesuaikan; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi 
Bupati tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang 
Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6220); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-
IND/PER/1/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan 
Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 45); 

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang 
Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 491); 

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 
Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 593); 
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10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan 
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka 
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 
pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 
Memperhatikan  : 1.  Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Pencatatan Pengadaan Langsung dan 
Penunjukan Langsung Untuk Meningkatkan Akurasi Nilai 
Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha 
Mikro, usaha Kecil, dan Koperasi; 

  2. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2023 tentang Pedoman Implementasi Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

 
MENGINSTRUKSIKAN: 

 
Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang; 

2. Para Staf Ahli Bupati/Para Asisten Sekretaris Daerah/ 

Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Bagian/ 

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Magelang; 

3. Direktur BUMD di Kabupaten Magelang; 

4. Para Kepala SD, SMP Negeri se-Kabupaten Magelang; 

5. Camat se-Kabupaten Magelang; 

6. Lurah se-Kabupaten Magelang. 

Untuk : 

KESATU : Mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan 
pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan 
produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Magelang; 

b. merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling 
sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja 
barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri; 

c. menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai 
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% 
(dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri 
dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat 
Perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen); 

d. mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk 
usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada masing-masing 
daerah untuk masuk dan tayang dalam Katalog Lokal. 

e. mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum 
Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 
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f. mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam 
negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada 
semua kontrak kerja sama; 

g. menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan 
produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

h. memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang 
memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima 
persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

i. melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk 
dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam 
rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai 
kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 

j. melaksanakan belanja produk dalam negeri dalam Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik melalui Katalog 
Elektronik, Toko Daring atau Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik (SPSE) beserta sistem pendukungnya; dan 

k. melaksanakan pencatatan realisasi pengadaan langsung dan 
penunjukan langsung dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik 
(SPSE). 

KEDUA : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang agar 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. menyusun mekanisme pemantauan atas efektivitas katalog 

elektronik yang telah berjalan, ditunjukkan dengan adanya 
laporan pelaksanaan evaluasi yang memuat saran tindak 
perbaikan; 

b. menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk 
dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
Koperasi; 

c. menyusun kebijakan tentang program pengurangan impor 
sampai dengan 5% (lima persen) bagi Perangkat Daerah yang 
masih melakukan pemenuhan belanja impor; dan 

d. menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi kebijakan 
yang mendorong supply Produk Dalam Negeri (PDN). 

KETIGA : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 
Kabupaten Magelang serta Perangkat Daerah lainnya yang 
melakukan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di 
lingkup urusan pemerintahan masing-masing sesuai 
kewenangannya agar melakukan sebagai berikut: 
a. kolaborasi antara Kementerian atau Lembaga dan Perangkat 

Daerah lainnya untuk memberdayakan usaha mikro, usaha 
kecil, dan koperasi dengan mengupayakan produk menjadi 
bagian dari rantai pasok industri global; dan 

b. mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk 
usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada masing-masing 
daerah untuk masuk dan tayang dalam Katalog Lokal atau 
Toko Daring. 

 



- 5 - 
 

 • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE 

• Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera 

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah 

 

KEEMPAT : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar 
melakukan penambahan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha 

melalui Sistemsebagai penyedia barang/jasa pemerintah
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Kinerja 
Penyedia (SiKAP) termasuk layanan konsultasi pendaftaran 
sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik (PPMSE). 

KELIMA : Perangkat Daerah, Unit Kerja, atau BUMD yang berkinerja 
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RATNA YULIANTY, S.H., M.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 196807301997032003 

 

memuaskan atau berprestasi dalam hal Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah  Secara  Elektronik  dapat  diberikan  penghargaan
berupa piagam penghargaan dan/atau bentuk lainnya.

KEENAM :  Perangkat  Daerah,  Unit  Kerja,  atau  BUMD  yang  tidak
melaksanakan  Belanja  Produk  Dalam  Negeri  Secara  Elektronik 
diberikan  sanksi  administratif  berupa  teguran  tertulis  dan/atau 
bentuk lainnya.

KETUJUH  :  Pendanaan  untuk  percepatan  peningkatan  penggunaan  produk
dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi 
dalam  rangka  menyukseskan  Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan
Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,
dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN  :  Instruksi  Bupati  Nomor  18  Tahun  2022  tentang  Percepatan
Peningkatan  Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri  dan  Produk 
Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Koperasi  pada  Pelaksanaan
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  di  Lingkungan  Pemerintah 
Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN  :  Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

  SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;

  KEPALA BAGIAN HUKUM,

https://sikap.lkpp.go.id/
https://sikap.lkpp.go.id/

